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ABSTRACT 

Online buying and selling transactions using electronic media or what is often known as e-

commerce, is currently growing rapidly among the public, as a result of the development of 

increasingly advanced and sophisticated technology and the increasing number of internet 

users in Indonesia. Currently, many business actors and consumers carry out buying and 

selling transactions through online media, because it is considered practical and efficient in 

terms of time and place. Another factor that encourages business actors to carry out online-

based buying and selling is because business actors can reduce costs. marketing, and others 

so that business actors only need relatively little capital to run their business. This study uses 

a normative juridical method, that is, all sources are taken from the literature, laws and other 

media. Business actors and consumers experience many problems in e-commerce 

transactions and what is often the cause is not understanding in detail the legal provisions in 

the sale and purchase agreement and the various risks that will be faced. In addition, the 

public also does not pay attention to the risks that can occur in buying and selling 

transactions through internet media. As for consumer protection in conducting electronic 

transactions in terms of obtaining goods that are not in accordance with what is being sold, it 

is contained in Article 4 letter b and letter a, namely consumers have the right to select goods 

and/or services and obtain said goods and/or services in accordance with the exchange rate 

and conditions as well as promised guarantees and consumers are entitled to receive 

compensation, compensation and/or replacement, if the goods and/or services received are 

not in accordance with agreement or not as it should be. Protection for consumers of 

electronic transactions is also contained in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic 

Information and Transactions (ITE Law), namely article 5 paragraph (1) which reads that 

electronic information and/or electronic documents and/or printouts are legal evidence that 

legitimate. The responsibilities of each party can occur if each party has provided an 

electronic signature. The parties are also responsible for maintaining their respective 

electronic signatures. 

Keywords: Electronic Media, Buying and Selling, Legal Protection 

 

ABSTRAK 

Transaksi jual-beli online menggunakan media elektronik atau yang sering dikenal dengan 

istilah e-commerce, saat ini sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat, sebagai 
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dampak semakin berkembangnya teknologi yang makin maju dan canggih serta semakin 

meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Saat ini banyak pelaku usaha dan 

konsumen yang melakukan transaksi jual-beli melalui media online, karena hal itu dirasa 

praktis dan efisien dalam hal waktu dan tempat, faktor lain yang mendorong pelaku usaha 

untuk melakukan jual beli berbasis online ini yaitu karena pelaku usaha bisa menekan biaya 

pemasaran, dan lain lain sehingga pelaku usaha hanya memerlukan modal yang relatif sedikit 

dalam menjalankan bisnisnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu 

segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang dan media lainnya. Pelaku usaha 

maupun konsumen banyak mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi e-commerce 

dan hal yang sering menjadi penyebab adalah tidak memahami secara mendetail mengenai 

ketentuan hukum dalam perjanjian jual beli dan berbagai risiko-risiko yang akan dihadapi. 

Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam 

transaksi jual beli melalui media internet.Adapun perlindungan konsumen dalam melakukan 

transaksi elektronik dalam hal mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang dijual 

terdapat didalam pasal 4 huruf b dan huruf a yaitu konsumen berhak untuk memilih barang 

dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan  dan konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, 

ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 

dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Perlindungan terhadap konsumen 

transaksi elektronik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) yaitu pasal 5 ayat (1) yang berbunyi informasi 

elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum 

yang sah. Tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pihak bisa terjadi apabila masing-

masing pihak telah sama-sama memberikan tanda tangan elektronik. Para pihak juga 

bertanggung jawab menjaga tanda tangan elektroniknya masing-masing.  

Kata Kunci: Media Elektronik, Jual-Beli,  Perlindungan Hukum 

 

1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Teknologi informasi dan 

komunikasi saat ini sedang mengarah 

kepada konvergensi yang memudahkan 

kegiatan manusia sebagai pencipta, 

pengembang dan pengguna teknologi itu 

sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari 

perkembangan media internet yang sangat 

pesat. Internet sebagai suatu media 

informasi dan komunikasi elektronik telah 

banyak dimanfaatkan untuk berbagai 

kegiatan, antara lain untuk menjelajah 

(browsing, surfing), mencari data dan 

berita, saling mengirim pesan melalui 

email, dan perdagangan.  Dewasa ini, 

perkembangan teknologi telah memacu 

perubahan individu, salah satunya dalam 

hal kebiasaan melakukan transaksi jual-

beli. Apabila dahulu transaksi jual beli 

harus dilakukan secara konvensional atau 

tatap muka, saat ini telah beralih kepada 

era dimana transaksi tidak lagi dilakukan 

secara tatap muka, melainkan sudah 

melalui media online.  

Transaksi jual-beli online atau 

yang sering dikenali dengani istilahi e-

commerce,i saati inii sangati berkembangi 

pesati dii kalangani masyarakat,i sebagaii 

dampaki semakini berkembangnyai 

teknologii yangi makini majui dani 

canggihi sertai semakini meningkatnyai 

jumlahi penggunai interneti dii Indonesia.i 

Saati inii banyaki pelakui usahai dani 

konsumeni yangi melakukani transaksii 

jual-belii melaluii mediai online,i karenai 

hali itui dirasai praktisi dani efisieni 

dalami hali waktui dani tempat,i faktori 

laini yangi mendorongi pelakui usahai 

untuki melakukani juali belii berbasisi 

onlinei inii yaitui karenai pelakui usahai 

bisai menekani biayai pemasaran,i dani 

laini laini sehinggai pelakui usahai hanyai 

memerlukani modali yangi relatifi sedikiti 

dalami menjalankani bisnisnya.i  
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Mediai yangi seringi digunakani 

dalami melakukani kegiatani e-commercei 

diantaranyai situsi juali belii dani sosiali 

media.i Pembayarani dalami juali belii 

onlinei dapati dilakukani dengani carai 

langsungi mentransferi uangi sehargai 

barangi yangi dipesani dani kemungkinani 

ditambahi dengani melakukani 

pembayarani dengani beberapai cara.i 

Pembayarani dapati dilakukani dengani 

carai langsungi mentransferi uangi 

sehargai barangi yangi dipesani dani 

kemungkinani ditambahi dengani biayai 

pengirimani barang,i tergantungi 

kesepakatani penjuali dani pembelii untuki 

yangi menanggungi biayai pengiriman.i 

Pembayarani inii jugai bisai dilakukani 

dengani Cashi Oni Deliveryi (COD)i 

mekanismei pembayarani inii berlakui 

apabilai penjuali dani pembelii beradai 

dalami satui kotai dani tidaki terlalui jauhi 

jaraknya.i Penjuali dani pembelii 

membuati suatui kesepakatani tempati dani 

waktui melakukani pembayarani dani 

menyerahkani barangi padai jami dani 

harii yangi telahi dii sepakatii olehi keduai 

belahi pihak.i Sistemi pembayarani sepertii 

inii sebenarnyai yangi banyaki dii minatii 

untuki mengurangii resikoi kekecewaani 

konsumeni atasi produki yangi dibeli. 

Perjanjiani juali belii onlinei e-

commercei yangi dilakukani olehi parai 

pihaknyai bukani sepertii layaknyai 

perjanjiani juali belii padai umumnya,i 

tetapii perjanjiani juali belii onlinei 

tersebuti dapati dilakukani meskipuni 

tanpai adanyai pertemuani secarai 

langsungi antarai keduai belahi pihak,i 

perjanjiani tersebuti diantarai pihaki 

dilajukani secarai elektronik.” i Perjanjiani 

juali belii onlinei antari pihaknyai 

dilakukani dengani mengakses.i webi 

yangi disediakan,i berisii klausuli ataui 

perjanjiani yangi dibuati olehi pihaki 

pertamai (penjual),i dani pihaki keduai 

ataui pihaki laini (pembeli)i tanpai perlui 

membubuhkani tandai tangani sepertii 

perjanjiani juali belii padai umumnya,i 

tetapii menggunakani tandai tangani 

elektroniki ataui diginali signature,i 

sehinggai parai pihaki tidaki perlui 

bertemui langsungi untuki mengadakani 

suatui perjanjian. 

Menuruti Undang-Undangi Nomori 

11i Tahuni 2008i tentangi Informasii dani 

Transaksii Elektroniki Pasali 1i 4i Angkai 

2,i tandai tangani elektroniki ataui digitali 

signaturei adalahi tandai tangani yangi 

terdirii atasi informasii elektroniki yangi 

diletakkan,i terasosiasii ataui terkaiti 

dengani informasii elektroniki lainnyai 

yangi digunakani sebagaii alati verifikasii 

dani autentikasi.i Suatui perjanjiani juali 

belii onlinei melaluii interneti dianggapi 

sahi apabilai memenuhii syarati subyektifi 

dani syarati obyektif,i pemenuhani atasi 

syarati tersebuti berakibati padai 

perjanjiani yangi telahi dibuati menjadii 

sah.i Perjanjiani jugai mengikati bagii 

parai pihaki mengenaii haki dani 

kewajibannya,i sehinggai pemenuhani 

syarati sahnyai suatui perjanjiani mutlaki 

untuki dipenuhi.i Hali inii kelaki apabilai 

dikemudiani harii terjadii suatui 

permasalahani ataui sengketai makai 

penyelesaiannyai dapati didasarkani padai 

perjanjiani yangi sudahi disepakati.i  

Sedangkani asasi kepercayaani dii 

dalami juali belii onlinei parai pihaknyai 

timbuli dengani sendirinyai dengani 

menguntungkani satui samai laini dani 

tidaki merugikani satui samai lain.i Asasi 

kepercayaani inii sangatlahi pentingi bagii 

masing-masingi keduai belahi pihaki 

dalami melakukani transaksii juali belii 

onlinei melaluii mediai elektroniki karenai 

sangati menunjangi didalami prosesi 

tersebuti agari terciptai prestasii yangi 

diinginkani olehi keduai belahi pihaki 

dengani memungkinkani komunikasii 

globali dani memilikii aksesi terhadapi 

informasii secarai luas.i Pentingnyai 

permasalahani hukumi dii bidangi E-

Commercei adalahi terutamai dalami 

memberikani perlindungani terhadapi parai 

pihaki yangi melakukani transaksii 

melaluii internet.i i Mengingati 

pentingnyai hali tersebuti makai Indonesiai 

padai tahuni 2008i lalui mengeluarkani 

peraturani khususi yangi mengaturi 
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transaksii melaluii interneti yaitui 

Undang–Undangi Nomori 11i tahuni 2008i 

tentangi Informasii dani Transaksii 

Elektroniki yangi untuki selanjutnyai 

disingkati UUi ITE.i Dalami upayai 

menyikapii perkembangani hukumi terkaiti 

dengani jual-belii melaluii internet,i 

Pemerintahi telahi mengeluarkani Undang-

Undangi Nomori 11i Tahuni 2008i 

tentangi Informasii dani Transaksii 

Elektronik,i menimbangi bahwai 

pembangunani nasionali adalahi suatui 

prosesi yangi berkelanjutani yangi harusi 

senantiasai tanggapi terhadapi berbagaii 

dinamikai yangi terjadii dii masyarakat.” 

i  Dalami Pasali 1i butiri 2i UUi 

ITE,i disebutkani bahwai transaksii 

elektroniki adalahi perbuatani hukumi 

yangi dilakukani dengani mengunakani 

komputer,i jaringani komputeri ataui 

mediai elektroniki lainnya.i Transaksii 

juali belii secarai elektroniki merupakani 

salahi satui perwujudani ketentuani 

tersebut.i Kontraki elektroniki dalami 

transaksii elektronik,i harusi memilikii 

kekuatani hukumi yangi samai dengani 

kontraki konvensional.i Olehi karenai itu,i 

kontraki elektroniki harusi jugai mengikati 

parai pihaki sebagaimanai Pasali 18i ayati 

(1)i UUi ITEi menyebutkani bahwai 

“transaksii elektroniki yangi dituangkani 

kei dalami kontraki elektroniki mengikati 

parai pihak”. 

Dalami suatui perbuatani hukumi 

termasuki transaksii juali belii secarai 

elektroniki tidaki terlepasi darii 

kemungkinani timbulnyai pelanggarani 

yangi dilakukani olehi salah.i satui ataui 

keduai pihaki yangi melakukani 

perjanjiani juali belii tersebut,i dani 

pelanggarani hukumi tersebuti mungkini 

sajai dapati dikategorikani sebagaii 

perbuatani melawani hukumi 

(Onrechtmatigei daad)i sebagaimanai 

ditentukani dalami Pasali 1365i KUHi 

Perdatai yangi menyatakani bahwai 

:“Tiapi perbuatani melanggari hukum,i 

yangi membawai kerugiani kepadai 

seorangi lain,i mewajibkani orangi yangi 

karenai salahnyai menerbitkani kerugiani 

itu,i menggantii kerugiani tersebut.i 

Dalami transaksii e-commercei posisii 

konsumeni cenderungi memilikii posisii 

tawari yangi rendahi karenai konsumeni 

dalami transaksii e-commercei tidaki 

secarai langsungi berhadapani dengani 

pelakui usaha.i  

Hali tersebuti dapati 

mengakibatkani berbagaii kecurangani 

maupuni kerugiani bagii konsumen.i 

Misalnyai saja,i kerugiani barangi yangi 

dikirimkani rusak,i tidaki dikirimkan,i 

kurangnyai layanani dani penipuani lain.i 

Beberapai faktori yangi menjadii 

penyebabi lemahnyai kedudukani 

konsumeni dalami melakukani transaksii 

perdagangani antarai lain:i ketidaktahuani 

konsumeni padai mitrai bisnisnya,i kurangi 

pahamnyai konsumeni padai mekanismei 

transaksi,i kurangi pahamnyai konsumeni 

padai mekanismei transaksi,i kurangi 

jelasnyai informasii yangi diberikani 

produseni mengenaii produki yangi 

ditawarkan,i dani sebagainya..”  

Bedasarkan latar belakang diatas 

perlu dikaji secara hukum bagaimana 

perjanjian jual beli menggunakan media 

elektronik yang bisa dilihat dari 

KUHPerdata dan Undang Nomor 11 tahun 

2008 tentang Infomasi dan Transaksi 

Elektronik, maka penulis mengangkat 

penelitian dengan judul ““Analisis 

Yuridis Perjanjian Jual Beli Dengan 

Menggunakan Sarana Media 

Elektronik”  
 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertiani Juali Belii  

Juali belii secarai etimologis,i 

berartii menukari hartai dengani harta.i 

Sedangkani menuruti terminologii juali 

belii adalahi persetujuani salingi mengikati 

antarai penjuali yaknii pihaki yangi 

menyerahkani ataui menjuali barangi dani 

pembelii sebagaii pihaki yangi membayari 

ataui membelii barangi yangi dii jual.i 

Menuruti R.i Subektii dalami bukunyai 

mendefinisikani juali belii adalahi suatui 
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perjanjiani bertimbali baliki dalami manai 

pihaki yangi satui (sii penjual)i berjanjii 

untuki menyerahkani haki miliki atasi 

suatui barangi sedangi pihaki yangi 

lainnyai (sii pembeli)i berjanjii untuki 

membayari hargai yangi terdirii atasi 

sejumlahi uangi sebagaii imbalani darii 

perolehani haki miliki tersebut.” 

Perjanjiani juali belii merupakani 

suatui perjanjiani yangi palingi lazimi 

diadakani diantarai parai anggotai 

masyarakat.i Wujudi darii perjanjiani 

juali belii ialahi rangkaian.i  

Tinjauani Pustaka 

2. Pengertiani Juali Belii  

Juali belii secarai etimologis,i 

berartii menukari hartai dengani harta.i 

Sedangkani menuruti terminologii juali 

belii adalahi persetujuani salingi mengikati 

antarai penjuali yaknii pihaki yangi 

menyerahkani ataui menjuali barangi dani 

pembelii sebagaii pihaki yangi membayari 

ataui membelii barangi yangi dii jual.i 

Menuruti R.i Subektii dalami bukunyai 

mendefinisikani juali belii adalahi suatui 

perjanjiani bertimbali baliki dalami manai 

pihaki yangi satui (sii penjual)i berjanjii 

untuki menyerahkani haki miliki atasi 

suatui barangi sedangi pihaki yangi 

lainnyai (sii pembeli)i berjanjii untuki 

membayari hargai yangi terdirii atasi 

sejumlahi uangi sebagaii imbalani darii 

perolehani haki miliki tersebut.” 

Perjanjiani juali belii merupakani 

suatui perjanjiani yangi palingi lazimi 

diadakani diantarai parai anggotai 

masyarakat.i Wujudi darii perjanjiani juali 

belii ialahi rangkaiani menyerahkani suatui 

barang,i dani pihaki yangi laini untuki 

membayari hargai yangi telahi dijanjikan.i 

Darii penjelasani dii atasi dapati 

disimpulkani bahwai juali belii adalahi 

suatui perjanjiani yangi mengikati antarai 

pihaki penjuali dani pihaki pembelii 

dengani manai pihaki penjuali 

menyerahkani obyeki barangi sedangkani 

pihaki pembelii membayari hargai darii 

obyeki barangi yangi ditentukan. 

3. Asasi –i Asasi Dalami Perjanjiani 

Juali Belii   

Asas-asasi yangi terdapati dalami 

suatui perjanjiani umumnyai terdapati 

dalami perjanjiani juali beli.i Dalami 

hukumi perjanjiani adai beberapai asas,i 

secarai umumi asasi perjanjiani adai limai 

yaitu: 

a. Asasi Kebebasani Berkontraki  

Asasi Kebebasani Berkontraki 

dapati dilihati dalami Pasali 1338i 

ayati 1i Kitabi Undang-Undangi 

Hukumi Perdatai yangi berbunyii 

“Semuai perjanjiani yangi dibuati 

secarai sahi berlakui sebagaii undang-

undangi bagii merekai yangi 

membuatnya”.i Asasi Kebebasani 

berkontraki adalahi suatui asasi yangi 

memberikani kebebasani kepadai parai 

pihaki untuk:i  

1. Membuati ataui tidaki membuati 

perjanjian 

2. Mengadakani perjanjiani dengani 

siapai pun 

3. Menentukani isii perjanjian,i 

pelaksanaan,i dani persyaratannya 

4. Menentukani bentuknyai 

perjanjian,i yaitui tertulisi ataui 

lisan.i  

b. Asasi Konsensualismei 

(Persesuaiani Kehendak)i  

Asasi konsensualismei dapati 

dilihati dalami pasali 1320i ayati (1)i 

Kitabi Undang-Undangi Hukumi 

Perdata.i Dalami pasali tersebuti 

dinyatakani bahwai salahi satui syarati 

adanyai suatui perjanjiani adalahi 

adanyai kesepakatani darii keduai 

belahi pihak.i Asasi konsensualismei 

mengandungi pengertiani bahwai 

suatui perjanjiani padai umumnyai 

tidaki diadakani secarai formali 

melainkani cukupi dengani 

kesepakatani antarai keduai belahi 

pihaki saja.i Kesepakatani merupakani 

persesuaiani antarai kehendaki dani 

pernyataani darii keduai belahi pihak.i  

c. Asasi Mengikatnyai Suatui 

Perjanjiani  

Asasi inii terdapati dalami pasali 

1338i ayati (1)i Kitabi Undang-

Undangi Hukumi Perdatai dimanai 
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suatui perjanjiani yangi dibuati secarai 

sahi berlakui sebagaii undang-undangi 

bagii pembuatnya.i Setiapi orangi 

yangi membuati kontrak,i diai terikati 

untuki memenuhii kontraki tersebuti 

karenai kontraki tersebuti 

mengandungi janji-janjii yangi harusi 

dipenuhii dani janjii tersebuti 

mengikati parai pihaki sebagaimanai 

mengikatnyai undang-undang.i  

d. Asasi Iktikadi Baiki  

Perjanjiani harusi dilaksanakani 

dengani iktikadi baiki (Pasali 1338i 

ayati 3i KUHPerdata).i Iktikadi baiki 

adai duai yaitu:” 

1. Bersifati obyektif,i artinyai 

mengindahkani kepatutani dani 

kesusilaan.i Contoh,i Sii Ai 

melakukani perjanjiani dengani 

sii Bi membanguni rumah.i Sii 

Ai ingini memakaii keramiki 

capi gajahi namuni dii pasarani 

habisi makai digantii capi 

semuti olehi sii B.i  

2. Bersifati subjektif,i artinyai 

ditentukani sikapi batini 

seseorang.i Contoh,i sii Ai 

ingini membelii motor,i 

kemudiani datanglahi sii Bi 

(penampilani preman)i yangi 

maui menjuali motori tanpai 

surat-surati dengani hargai 

sangati murah.i Sii Ai tidaki 

maui membelii karenai takuti 

bukani barangi halali ataui 

barangi tidaki legali  

e. Asas Kepribadian  

Asas ini merupakan asas yang 

menentukan bahwa seseorang yang 

akan melakukan dan atau membuat 

kontrak hanya untuk kepentingan 

perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat 

dalam pasal 1315 dan pasal 1340 

KUHPerdata. Pada pasal 1315 

KUHPerdata berbunyi: “Pada 

umumnya seseorang tidak dapat 

mengadakan perikatan atau perjanjian 

selain untuk dirinya sendiri”. Inti 

ketentuan ini bahwa seseorang yang 

mengadakan perjanjian hanya untuk 

kepentingan dirinya sendiri. 

Sedangkan bunyi pasal 1340 

KUHPerdata yaitu: “Perjanjian hanya 

berlaku antara pihak yang 

membuatnya”. ini berarti bahwa 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

hanya berlaku antara pihak yang 

membuatnya, namun ketentuan itu ada 

pengecualiannya, sebagaimana yang 

terdapat dalam pasal 1317 

KUHPerdata yaitu: “Dapat pula 

perjanjian diadakan untuk kepentingan 

pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang 

dibuat untuk diri sendiri, atau suatu 

pemberian orang lain, mengandung 

suatu syarat semacam itu”. Sedangkan 

dalam pasal 1318 KUHPerdata, tidak 

hanya mengatur perjanjian diri sendiri, 

tetapi juga untuk kepentingan ahli 

warisnya dan untuk orang-orang yang 

memperoleh hak dari padanya”.  

 

3. Hak Dan Kewajian Penjual 

Dan Pembeli  

1. Padai pasali 6i undang-undangi 

nomori 8i tahuni 1999i tentangi 

perlindungani konsumen,i haki 

pelakui usahai adalah:i Haki untuki 

menerimai pembayarani yangi 

sesuaii dengani kesepakatani 

mengenaii kondisii dani nilaii 

tukari barangi dan/ataui jasai yangi 

diperdagangkani  

2. i Haki untuki mendapati 

perlindungani hukumi darii 

tindakani konsumeni yangi 

beritikadi tidaki baiki  

3. i Haki untuki melakukani 

pembelaani dirii sepatutnyai dii 

dalami penyelesaiani hukumi 

sengketai konsumeni  

4. i Haki untuki rehabilitasii namai 

baiki apabilai terbuktii secarai 

hukumi bahwai kerugiani 

konsumeni tidaki diakibatkani 

olehi barangi dan/ataui jasai yangi 

diperdagangkani  

5. Hak-haki yangi diaturi dalami 

ketentuani peraturani 

perundangundangani lainnya 
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Kewajibani penjuali diaturi 

padai pasali 1473i KUHPerdatai yangi 

berbunyi:i “Penjuali wajibi 

menyatakani dengani jelas,i untuki 

apai iai mengikatkani dirinya,i janjii 

yangi tidaki jelasi dani dapati 

diartikani dalami berbagaii pengertian,i 

harusi ditafsirkani untuki 

kerugiannya”i Selanjutnyai padai 

1474i KUHPerdatai menyatakani 

bahwai penjuali memilikii kewajibani 

utama,i yangi berbunyi:i “Penjuali 

mempunyaii duai kewajibani utama,i 

yaitui menyerahkani barangnyai dani 

menanggungnya”.i Ketentuani 

mengenaii penyerahani barangi dalami 

KUHPerdatai olehi penjuali kepadai 

pembelii diaturi dalami pasali antarai 

lain:i  

1. Barangi yangi diserahkani harusi 

dalami keadaani utuhi sepertii 

yangi telahi dinyatakani dalami 

perjanjiani ataui padai saati 

penjualani (i Pasali 1481i joi Pasali 

1483i Burgerlijki Wetboek)i  

2. Penjuali wajibi menyerahkani 

segalai sesuatui yangi menjadii 

perlengkapani untuki 

menggunakani barangi yangi telahi 

dii jualnyai tersebuti (Pasali 1482i 

Burgerlijki Wetboek)i  

3. Penjuali tidaki diwajibkani 

menyerahkani barangnyai sebelumi 

pembelii membayari harganyai (i 

Pasali 1478i Burgerlijki Wetboek)i  

4. Penjuali wajibi menjamini pembelii 

untuki dapati memilikii barangi itui 

dengani amani dani tentram,i sertai 

bertanggungi jawabi terhadapi 

cacat-cacati yangi tersembunyii 

yangi dapati dijadikani alasani 

untuki pembatalani pembeliani 

(Pasali 1491,i 1504,i 1506,i 1508,i 

1509i dani 1510i Burgerlijki 

Wetboek),i akani tetapii penjuali 

tidaki diwajibkani menanggungi 

cacati yangi kelihatani olehi 

pembelii (Pasali 1505i Burgerlijki 

Wetboek)i  

5. Penjuali wajibi menanggungi 

kerugiani yangi dideritai olehi 

pembelii apabilai ternyatai barangi 

yangi telahi diperjualbelikani 

tersebuti harusi disitai ataui harusi 

diambili darii pembelii karenai 

suatui sengketa,i yangi disebabkani 

tidaki adai pemberitahuani terlebihi 

dahului padai saati mengadakani 

perjanjiani juali belii (Pasali 1492,i 

1495,i 1496,i 1497,i 1499i 

Burgerlijki Wetboek)i  

6. i Penjuali diwajibkani bertanggungi 

jawabi terhadapi segalai sesuatui 

yangi merupakani akibati langsungi 

darii pembuatnyai sehinggai 

merugikani pembeli,i walaupuni 

didalami perjanjiani ditentukani 

bahwai penjuali tidaki 

menanggungi segalai risikoi dalami 

juali belii tersebuti (i Pasali 1494i 

Burgerlijki Wetboek)i  

7. Penjuali wajibi menggunakani 

biayai penyerahani barangi artinyai 

apabilai dalami perjanjiani 

ditentukani bahwai penyerahani 

dilakukani dii gudangi miliki 

pembeli,i makai biayai 

pengangkutani darii tempati 

penjuali menujui gudangi miliki 

pembeliditanggungi olehi penjual,i 

sedangkani biayai pengambilani 

darii gudangi miliki pembelii 

menujui ketempati pembelii 

ditanggungi olehi pembelii (i Pasali 

1476i Burgerlijki Wetboek)i  

8. Penjuali wajibi mengembalikani 

hargai barangi dani biayai menuruti 

peraturani perundang-undangani 

yangi berlaku,i pembelii berhaki 

membatalkani ataui meniadakani 

pembeliani (Pasali 1488i 

Burgerlijki Wetboek)i dengani 

syarati tuntutani tersebuti harusi 

dilakukani palingi lambati dalami 

waktui 1i (satu)i tahuni setelahi 

penyerahani barangi (Pasali 1489i 

Burgerlijki Wetboek)i  

9. Penjuali berhaki menuntuti 

pembayarani hargai padai waktui 
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dani tempati yangi telahi 

penyerahani bersamai dalami 

perjanjian,i padai tempati 

penyerahani barangi dilakukani 

(Pasali 1513i joi Pasali 1514i 

Burgerlijki Wetboek)i  

10. Penjuali berhaki atasi pembayarani 

bungai darii hargai pembelian,i 

jikai ternyatai barangi yangi telahi 

dijualnyai menghasilkani 

pendapatani bagii pembelii (Pasali 

1515i Burgerlijki Wetboek)i  

11. Penjuali berhaki menahani 

barangnyai ataui tidaki 

menyerahkani kepadai pembelii 

jikai pembelii belumi membayari 

harganyai (i Pasali 1478i 

Burgerlijki Wetboek)i  

12. Baiki penjuali maupuni pembelii 

berhaki membuati persetujuani 

yangi isinyai memperluasi ataui 

mengurangii kewajiban-kewajibani 

yangi telahi ditentukani dalami 

undang-undangi ini,i bahkani 

untuki membebaskani penjuali 

darii tanggungani apapuni (i Pasali 

1493i Burgerlijki Wetboek)i  

Dalami hali barangi yangi 

telahi dijuali dalami keadaani menjadii 

pokok-pokoki sengketai dani harusi 

dilelangkan,i sedangkani hargai lelangi 

lebihi mahali darii hargai yangi telahi 

dibayari olehi pembelii sehinggai 

menguntungkani pembeli, 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Permasalahan Yang Terjadi  Dalam 

Transaksi Jual Beli Menggunakan 

Media Elektronik 

 

Transaksii juali belii melaluii 

mediai elektronik,i samai halnyai dengani 

transaksii juali belii biasai yangi 

dilakukani dii duniai nyata,i dilakukani 

olehi parai pihaki yangi terkait.i Parai 

pihaki terkaiti tersebuti melakukani prosesi 

transaksii juali belii melaluii mediai 

elektronik.i  

Pelaksanaani ataui prosesi kontraki juali 

belii secarai elektroniki dilakukani 

berdasarkani langkah-langkahi dii bawahi 

inii :i “ 

1. Penawarani  

Penawarani samai sajai dengani 

iklani atasi suatui barang,i namuni 

dalami hali inii memanfaatkani 

mediai internet.i Penawarani 

dalami transaksii juali belii 

melaluii mediai elektroniki 

dilakukani olehi pelakui usahai 

dengani carai mengiklankani suatui 

produki yangi ingini dijuali 

melaluii websitei ataui situsi juali 

belii onlinei yangi tersedia.i 

Penawarani melaluii mediai 

interneti hanyai dapati terjadii 

apabilai seseorangi membukai 

sebuahi situsi yangi menampilkani 

sebuahi tawarani melaluii internet. 

2. Penerimaani  

Penerimaani dilakukani olehi 

pembelii dengani carai 

mengkonfirmasii terhadapi pihaki 

penjuali bahwai pembelii tertariki 

terhadapi barangi yangi 

ditawarkani dani akani memesani 

barangi tersebut,i makai secarai 

tidaki langsungi setelahi adanyai 

penerimaani darii pihaki pembelii 

terjadilahi kesepakatani antarai 

keduai belahi pihak.i  

3. Pembayarani  

Padai tahapi inii akani disepakatii 

bersamai mengenaii bentuki 

pembayarani yangi akani 

dilakukan.i Dalami transaksii 

melaluii mediai elektroniki adai 

tigai bentuki pembayarani yangi 

biasai dipakaii olehi parai pihaki 

yangi bertransaksi.i  

Biasanyai bentuki pembayarani 

yangi seringi digunakani dalami transaksii 

melaluii mediai elektroniki adalahi 

sebagaii berikuti : 

a. Transferi antari Bank 

b. Cashi oni deliveryi /i COD, 

c. Rekeningi Bersamai (Rekber).i  

4. Pengirimani  

Setelahi pembelii melakukani 

pembayarani terhadapi barangi yangi 
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dibeli,i makai pembelii tersebuti berhaki 

atasi penerimaani barangi tersebuti yaknii 

dengani carai melakukani pengirimani 

barangi kepadai pembelii kei alamati yangi 

tentukani dalami pesanan,i ataui kei 

alamati yangi berbedai kecualii disepakatii 

lain.i Suatui perjanjiani juali belii dapati 

terlaksanai dengani baiki apabilai parai 

pihaki telahi memenuhii hak-haki maupuni 

kewajibani sertai prestasinyai masing-

masingi sepertii yangi telahi diperjanjikani 

tanpai adai pihaki yangi dirugikan.i 

Namuni walaupuni sudahi diaturi jelasi 

mengenaii haki dani kewajibani parai 

pihaki dalami peraturani perundang-

undangan,i tidaki menutupi kemungkinani 

bahwai dalami pelaksanaannya,i juali belii 

melaluii mediai elektroniki inii tidaki 

selamanyai mampui berjalani dengani 

lancar,i hali inii bisai terjadii dikarenakani 

adanyai perbuatani salahi satui pihaki 

yangi tidaki mematuhii peraturani yangi 

berlakui sehinggai menyebabkani 

terjadinyai hal-hali sepertii penipuani 

maupuni wanprestasi.i  

Berikuti merupakani bentuk-bentuki 

daripadai wanprestasii yangi dilakukani 

olehi pelakui usahai ataui penjuali dalami 

transaksii melaluii e-commercei antarai 

lain: 

1. Tidaki melakukani apai yangi 

disanggupii akani dilakukani  

Dalami transaksii e-commerce,i 

penjuali mempunyaii kewajibani 

untuki menyerahkani barangi yangi 

dijuali kepadai pembelii dani 

kewajibani untuki menanggungi 

kenikmatani tenterami dani 

menanggungi cacat-cacati 

tersembunyi.i Jikai penjuali tidaki 

melaksanakani kewajibannyai 

tersebut,i makai penjuali dapati 

dikatakani wanprestasi.i  

2. Melaksanakani apai yangi 

dijanjikan,i tetapii tidaki sesuaii 

dengani apai yangi dijanjikani  

Padai bentuki inii penjuali benari telahi 

menyerahkani barangi yangi dijuali 

belikani tetapii tidaki sebagaimanai 

yangi dijanjikan.i  

3. Melaksanakani apai yangi 

dijanjikani tetapii terlambati  

Maksudnyai jikai barangi pesanani 

datangi terlambati tapii tetapi dapati 

dipergunakani makai hali inii dapati 

digolongkani sebagaii prestasii yangi 

terlambat,i jikai prestasinyai tidaki 

dapati dipergunakani lagii makai 

digolongkani sebagaii tidaki 

melaksanakani apai yangi telahi 

diperjanjikan,i yaknii sepertii padai 

bentuki yangi pertama. 

4. Melaksanakani sesuatui yangi 

menuruti perjanjiani tidaki bolehi 

dilakukannyai  

Untuki wanprestasii yangi terakhiri 

ini,i contohnyai penjuali yangi 

berkewajibani untuki tidaki 

menyebarkani kepadai umumi 

identitasi dani datai dirii darii 

pembeli,i tetapii ternyatai penjuali 

melakukannya.i Masalahi wanprestasii 

memangi tidaki dapati kitai hindarii 

apabilai melakukani transaksii melaluii 

mediai elektroniki karenai banyaki 

keterbatasani informasii yangi 

didapatkani baiki darii konsumeni 

maupuni penjual..i  

Dalami wanprestasii juali belii secarai 

elektroniki (e-commerce)i banyaki 

bentuknya,i antarai laini adalahi sepertii 

yangi dipaparkani berikuti ini:i  

1. Tidaki melakukani apai yangi 

telahi diperjanjikan,i  

2. Terlambati Dalami Melakukani 

Pengirimani Barang,i  

3. Barangi Yangi Diterimai Tidaki 

Sesuaii Dengani Barangi Yangi 

Dipesan 

4. Salahi Dalami Mengirimi Produki 

Barang 

Tidaki terpenuhii kewajibani 

melaksanakani prestasii (wanprestasi)i 

dapati disebabkani olehi 2i (dua)i 

kemungkinani yaknii :” 

1. Karenai kesalahani debituri sendirii 

baiki dengani sengajai maupuni 

karenai kelalaian 

Wanprestasii yangi disebabkani adanyai 

kesalahani debituri itui sendiri,i 



 

10  
 

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA 

ELEKTRONIK 

Daniel Hutagalung 1), Yohansen 2), Jaminuddin Marbun 3), Alusianto Hamonagan Simanungkalit 4) 

 

dimasukkani debituri tidaki melaksanakani 

kewajibani bukani dikarenakani olehi hal-

hali yangi diluari kemampuannya,i 

melainkani karenai perbuatani yangi 

disengajai ataui karenai kelalaian.i 

Kesalahani dii sinii adalahi kesalahani 

yangi menimbulkani kerugian.i Kitai 

katakani orangi mempunyaii kesalahani 

dalami peristiwai tertentu,i kalaui iai 

sebenarnyai dapati menghindarkani 

terjadinyai peristiwai yangi merugikani 

itu,i baiki dengani tidaki berbuati ataui 

berbuati yangi lain,i dani timbulnyai 

kerugiani itui dapati dipersalahkani 

kepadanya.i Sudahi tentui kesemuanyai 

dengani memperhitungkani keadaani dani 

suasanai padai saati peristiwai itui terjadi.i 

Kerugiani itui dapati dipersalahkani 

kepadanya,i kalaui adai unsuri 

kesengajaani ataui kelalaiani dalami 

peristiwai yangi merugikani itui padai dirii  

i  

B.i Keabsahani Perjanjiani Juali Belii 

Onlinei (E-commerce)i  

Transaksii komersiali elektroniki 

(e-commerce)i merupakani salahi satui 

bentuki bisnisi moderni yangi bersifati 

non-facei dani non-signi (tanpai bertatapi 

mukai dani tanpai ditandatangani).i 

Transaksii komersiali elektroniki (e-i 

commerce)i memilikii beberapai cirii 

khusus,i diantaranyai bahwai transaksii inii 

bersifati paperlessi (tanpai dokumeni 

tertulis),i borderlessi (tanpai batasi 

geografis)i dani parai pihaki yangi 

melakukani transaksii tidaki perlui 

bertatapi muka.i Transaksii komersiali 

elektroniki (ecommerce)i mengacui 

kepadai semuai bentuki transaksii 

komersiali yangi didasarkani padai prosesi 

elektronisi dani transmisii datai melaluii 

mediai elektronik.i Transaksii elektroniki 

antarai e-merchanti pihaki yangi 

menawarkani barangi ataui jasai melaluii 

internet)i dengani e-customeri (pihaki 

yangi membelii barangi ataui jasai melaluii 

internet)i yangi terjadii dii duniai mayai 

ataui dii interneti padai umumnyai 

berlangsungi secarai paperlessi 

transaction,i sedangkani dokumeni yangi 

digunakani dalami transaksii tersebuti 

bukanlahi paperi document,i melainkani 

dokumeni elektroniki (digitali document).i  

“Perkembangani yangi sangati 

pesati darii E-Commercei itui sendirii 

disebabkani olehi banyaki faktor,i antarai 

laini :” 

E-Commercei memilikii kemampuani 

untuki menjangkaui lebihi banyaki 

pelanggani dani setiapi saati 

pelanggani dapati mengaksesi seluruhi 

informasii yangi terusi menerus 

E-i Commercei dapati mendorongi 

kreatifitasi darii pihaki penjuali secarai 

cepati dani tepati dani pendistribusiani 

informasii yangi disampaikani 

berlangsungi secarai periodik 

i E-Commercei dapati menciptakani 

efisiensii yangi tinggi,i murahi sertai 

informatif 

E-Commercei dapati meningkatkani 

kepuasaani pelanggan,i dengani 

pelayanani yangi cepat,i mudah,i 

amani dani akurat.i  

Transaksii perdagangani melaluii 

interneti sangati menguntungkani banyaki 

pihak,i sehinggai transaksii perdagangani 

inii sangati diminati,i tidaki sajai bagii 

produseni tetapii jugai konsumen.i Secarai 

umum,i bagii konsumeni electronici 

cemmercei telahi mengubahi carai 

konsumeni dalami memperolehi produki 

yangi diinginkan,i sedangkani bagii 

produsen,i electronici commercei telahi 

mempermudahi prosesi pemasarani suatui 

produk.i Sekalipuni penggunaani interneti 

dalami transaksii bisnisi menjanjikani 

berbagaii kemudahan,i tentunyai hali inii 

tidaki berartii E-Commercei adalahi suatui 

sistemi yangi bebasi darii permasalahan,i 

karenai bagaimanapuni majunyai 

teknologii tetapi akani menyisakani 

berbagaii permasalahan,i khususnyai bagii 

negarai yangi belumi sepenuhnyai mampui 

menguasaii teknologii tersebut,i sepertii 

halnyai Indonesia.i  

Dalami transaksii e-commercei 

diberlakukani suatui kontraki yangi dibuati 

secarai elektroniki yangi disetujuii olehi 

keduai belahi pihaki baiki pelakui usahai 
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maupuni konsumen.i Kontraki tersebuti 

dinamakani “Kontraki Elektroniki 

(Digitali Contract)”i yangi memuati haki 

dani kewajibani parai pihaki sertai syarat-

syarati dani ketentuan-ketentuani dalami 

transaksii yangi dilakukani melaluii aksesi 

internet.i Hinggai saati inii belumi adai 

pengertiani khususi mengenaii Kontraki 

Elektronik.i Namuni UUi ITEi No.i 11i 

tahuni 2008i memberikani sedikiti 

penjelasani mengenaii definisii darii 

kontraki elektroniki Adapuni pengertiani 

darii kontraki elektroniki yangi dimaksudi 

dalami UUi ITEi padai Pasali 1i ayati (17)i 

adalahi “perjanjiani parai pihaki yangi 

dibuati melaluii sistemi elektronik”.i 

Selaini itu,i UUi ITEi jugai menyatakani 

dalami pasali 18i ayati (1)i bahwasannyai 

“transaksii elektroniki yangi dituangkani 

kei dalami Kontraki Elektroniki mengikati 

parai pihak.” 

Secarai sederhana,i kontraki standari 

dalami e-commercei memilikii ciri-cirii 

sebagaii berikut:” 

a. i Perjanjiani dibuati secarai 

sepihaki olehi pelakui usaha 

b. Konsumeni samai sekalii tidaki 

dilibatkani dalami menentukani isii 

perjanjian 

c. Dibuati dalami bentuki tertulisi 

dengani menggunakani sistemi 

elektronik 

d. Konsumeni terpaksai menyetujuii 

dani menerimai isii perjanjiani 

karenai didorongi olehi kebutuhan.i  

Kontraki elektroniki dalami e-

commercei yangi cenderungi dibuati 

secarai sepihaki olehi pelakui usahai 

(merchant)i biasanyai lebihi 

mendominankani dirinyai dibandingi 

konsumeni dii manai jelasi terlihati akani 

lebihi menguntungkani pelakui usaha,i 

sedangkani konsumeni posisinyai dalami 

hali inii sangati lemah.i Kontraki 

elektroniki dikatakani sebagaii kontraki 

yangi bakui selaini dibuati secarai sepihaki 

jugai tidaki memberii kesempatani kepadai 

konsumeni untuki melakukani tawari 

menawari ataui negosiasii (bargaining).i 

Sistemi penerapani kontraki dalami e-

commercei adalahi takei iti ori leavei it,i 

maksudnyai jikai konsumeni menyetujuii 

klausuli yangi ditentukani makai i 

konsumeni tinggali menyetujuinyai 

dengani menekani satui tomboli saja,i 

sedangkani jikai konsumeni tidaki 

menyetujuinyai makai konsumeni dapati 

meninggalkani webi tanpai memberikani 

persetujuani apapuni terhadapi kontraki 

yangi ditawarkan.i Darii uraiani dii atasi 

makai dapati dikemukakani unsur-unsuri 

daripadai kontraki elektroniki yangi 

umumnyai dipergunakani dalami transaksii 

e-i commerce,i yaitu:i  

a. Klausuli kontraki sebagiani besari 

diaturi olehi pelakui usahai 

(merchant) 

b. Kontraki berbentuki electronici 

formi (formuliri elektronik),i  

c. Kontraki lebihi banyaki memuati 

pengecualian.i  

Kegiatani melaluii mediai sistemi 

elektronik,i yangi disebuti jugai ruangi 

siberi (cyberi space),i meskipuni bersifati 

virtuali dapati dikategorikani sebagaii 

tindakani ataui perbuatani hukumi yangi 

nyata.i Secarai yuridisi kegiatani padai 

ruangi siberi tidaki dapati didekatii 

dengani ukurani dani kualifikasii hukumi 

konvensionali sajai sebabi jikai carai inii 

yangi ditempuhi akani terlalui banyaki 

kesulitani dani hali yangi lolosi darii 

pemberlakuani hukum.i Kegiatanai dalami 

ruangi siberi adalahi kegiatani virtuali 

yangi berdampaki sangati nyatai 

meskipuni alati buktinyai bersifati 

elektronik.i Dengani demikian,i subjeki 

pelakunyai harusi dikualifikasikani pulai 

sebagaii orangi yangi telahi melakukani 

perbuatani hukumi secarai nyata.i Dalami 

kegiatani e-commercei antarai laini 

dikenali adanyai dokumeni elektroniki 

yangi kedudukannyai disetarakani dengani 

dokumeni yangi dibuati diatasi kertas. 

Berkaitani dengani hali itu,i perlui 

diperhatikani sisii keamanani dani 

kepastiani hukumi dalami pemanfaatani 

teknologii informasi,i media,i dani 

komunikasii agari dapati berkembangi 

secarai optimal. 
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ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA 

ELEKTRONIK 

Daniel Hutagalung 1), Yohansen 2), Jaminuddin Marbun 3), Alusianto Hamonagan Simanungkalit 4) 

 

A. Haki dani Kewajibani Parai Pihaki 

dalami Transaksii Juali Belii 

Onlinei  

Parai pihaki yangi terdapati dalami juali 

belii onlinei adalahi konsumeni dani 

pelakui usaha.i Haki konsumeni diaturi 

dalami pasali 4i Undang-undangi Nomori 

8i Tahuni 1999i Tentangi Perlindungani 

Konsumeni (selanjutnyai disebuti dengani 

UUi Perlindungani Konsumen),i yaitui :i “ 

1. Haki atasi kenyamanan,i 

keamanan,i dani keselamatani 

dalami mengkonsumsii barangi 

dan/ataui jasa 

2. Haki untuki memilihi dani 

mendapatkani barangi dan/ataui 

jasai sesuaii dengani nilaii tukari 

dani kondisii sertai jaminani yangi 

dijanjikan 

3. Haki dani informasii yangi benar,i 

jelas,i dani jujuri mengenaii 

kondisii dani jaminani barangi 

dan/ataui jasa 

4. Haki untuki didengari pendapati 

dani keluhannyai atasi barangi 

dan/ataui jasai yangi digunakan 

5. Haki untuki mendapati advokasi,i 

perlindungan,i dani upayai 

penyelesaiani sengketai 

perlindungani konsumeni secarai 

patut 

6. Haki untuki mendapati pembinaani 

dani pendidikani konsumen 

7. Haki untuki diperlakukani ataui 

dilayanii secarai benari dani jujuri 

sertai tidaki diskriminatifi  

8. Haki untuki mendapatkani 

kompensasi,i gantii rugii dan/ataui 

penggantian,i apabilai barangi 

dan/ataui jasai yangi diterimai 

tidaki sesuaii dengani perjanjiani 

dani tidaki sebagaimanai mestinya 

9. Haki yangi diaturi dalami 

ketentuani peraturani perundang-

undangani lainnya.i  

Sehubungan dengan kewajiban 

penjual dalam jual beli dapat dilihat dari 

ketentuan Pasal 1474 KUHPerdata. 

1. Kewajiban Penjual 

a. Menyerahkan hak milik atas 

barang yang diperjualbelikan. 

Penyerahan barang dalam jual beli 

merupakan tindakan pemindahan 

barang yang dijual ke dalam 

kekuasaan dan pemilikan pembeli. 

KUHPerdata mengenal tiga jenis 

benda yaitu benda bergerak, benda 

tidak bergerak dan benda tidak 

bertubuh. 

b. Penyerahan Benda Bergerak 

Penyerahan benda bergerak 

terdapat dalam Pasal 612 

KUHPerdata yang menyatakan 

“penyerahan benda bergerak 

kecuali yang tak bertubuh 

dilakukan dengan penyerahan yang 

nyata akan kebendaan itu oleh atau 

atas nama pemilik, atau dengan 

penyerahan kuncikunci dari 

bangunan dalam mana kebendaan 

itu berada.  

c. Penyerahan Benda Tidak Bergerak 

Penyerahan atau penunjukan 

barang tak bergerak dilakukan 

dengan pengumuman akta yang 

bersangkutan dengan cara seperti 

yang diatur dalam Pasal 616-620 

KUHPerdata yang menyebutkan 

bahwa penyerahan barang tidak 

bergerak dilakukan dengan balik 

nama. Untuk tanah dilakukan 

dengan Akta PPAT sedangkan 

yang lain dilakukan dengan akta 

notaris.  

 

4 SIMPULAN 

Pelaku usaha maupun konsumen 

banyak mengalami berbagai permasalahan 

dalam transaksi e-commerce dan hal yang 

sering menjadi penyebab adalah tidak 

memahami secara mendetail mengenai 

ketentuan hukum dalam perjanjian jual 

beli dan berbagai risiko-risiko yang akan 

dihadapi. Selain itu, masyarakat juga tidak 

memperhatikan risiko-risiko yang dapat 

terjadi dalam transaksi jual beli melalui 

media internet. Adapun perlindungan 

konsumen dalam melakukan transaksi 

elektronik dalam hal mendapatkan barang 
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yang tidak sesuai dengan yang dijual 

terdapat didalam pasal 4 huruf b dan huruf 

a yaitu konsumen berhak untuk memilih 

barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan  dan konsumen 

berhak untuk mendapatkan kompensasi, 

ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya. 
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